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TENTANG

PROSEDUR PENYUSUNAN FRODUK HUKUM DAERAH

DENGAN RAMMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintzhan dan pembangunan di

Provinsi Kalimantan Barat, diperlukan produk hukum daerah, sebagai
payung hukum dalam melaksanakan kebijakan pemerintahan yang
sesuai dengan peraturan perundangan yang beraku:

bahwa pembustan produk hukum daerah yang harmonis baik dari
aspek kewenangan fhaupun aspek perancangannya merupakan
suatu hal yang harus dipedomani oleh Satuan Kerja Perangkat
Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat:

bahwa dalam rangka tertib administrasi penyusunan produk hukum
daerah, periu dilakukan penyeragaman prosedur secara terpadu dan
terkoordinasi serta menjamin efektivitas keberlakuannya, periu diatur
mengenal prosedur penyusunan predul hukum daerah;

hahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b, dan huruf ¢, periu menetapkan Peraturan Gubemur
tentang Prosedur Fenyusunan Produk Hukum Daerah:

Undang-Undang MNomor 25 Tahun 1956 tentang Pembeniukan
Daerah-daerah Olonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan
Selatan dan Kalimantan Timur {Lembaran Negara Republik indonesia
Tahun 1958 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1106);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
MNomor Republik indonesia 5234);

Undang-Undang Momor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (L.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
224, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganii
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5589);




4. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 ién‘iang'.Féﬁgesahaﬁ\.

Pengundangan  dan Penyebarluasan  Peraturan Perundang-
undangan;

5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan  : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PROSEDUR PENYUSUNAN
PRODUK HUKUM DAERAH.

BAB
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Datam Peraturan Gubernur ini yang dimaxsud dengan:
1. Daerah adalah daerah Provinsi Kalirmantan Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.

3. Pemerintah daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan

Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kKewenangan
daerah otonom.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga

perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyeienggara
Pernerintahan Daerah.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah sekretariat,
dinas, badan dan kantor di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

6. Biro Hukum adalah Bire Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Prosedur penyusunan produk hukum daerah adalah rangkaian kegiatan pembuatan
peraturan perundang-undangan daerah, yang mencakup tahapan perencanaan,

penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan dan
penyebarluasan.

8. Preduk hukum daerah adaiah produk hukum yang berbentuk peraturan, meliputi
Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Peraturan Bersama Gubernur dan berbentuk
penetapan meliputi Keputusan Gubernur.

9. Rancangan Peraturan Daerah, yang selanjutnya disingkat Raperda adalah rancangén

peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan
bersama Gubernur.

10. Peraturan Gubernur adalah peraturan yang ditetapkan oleh Gubernur Kalimantan Barat.




‘1. Peraturan Bersama Gubemur adalah peraturan yang '.di‘sétapkan'd_le‘h- Gubernur-

Kalimantan Barat dan Gubemur provinsi lainnya _ e L
12. Keputusan Gubernur adalah perietapan yang bersifat konkri, individual dan final”

13. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda’ adalah instrumen .~

perencanaan program pembentukan peraturan daerah yarig disusun secara terencana, ~
terpadu dan sistematis. : . o IR

14. Naskah Akademik adalah naskah hasi penelitian atau pengkajien hukum terhadap -
suatu rnasalah tertentu vang dapat dipertanggungjawabkan secara- imiah mengenai - .
pengaiuran masalah tersebut dalam suatu rancangar peratusan daerah sebagai solusi
terhadap permasalshan dan kebutuhan hukum masyarakat. S e

15. Pengundangan adalah penempatari pmduk hukum ciae‘%ah.datam_' Lembaran: Daefé’h;'._.; :
Tambahan Lembaran Daerah atau Berita Daetah. j : e - .

BAB Y :
PRODUK HUKUM DAERAMH -
Pasal 2
Produk hukum daerah bersifai pengaturan dan penetapan. .

: ‘ Pasai_ 3

(1) Preduk hukum daerah bersifat pengaturan‘-sehagaiméﬁa dimakstd - dalam _j 'PIaSa_i.}fZ S

berupa:

a. Peraturan daerah;

b. Peraturan Gubernur: dan

c. Peraturan bersama Gubernur.

(2) Produk hukum daerah bersifat penetapan sebagaimana 'di;naKQQd ‘dalam’ _ﬁ??asé_i ;_z . P

berupa Keputusan Gubernur
' CoBABIW e . RS
PFROSEDUR EENYUSUN‘AN PRODUK-HUI{UM T

_ Bagian Kesatu S
Produk Hukqm Bersifat F?enga_mfranz.- .

Paragraf1 :
Penyusunan Prolegda o

Pasal 4

(1) Penyusunan produk hukum daerah yang bersifat pengatiran yang _- Ber';}'ﬁ_a""-iéer_é_t’ufén’-j'_ £
dagrah sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 3 ayat (1) huruf a, dilakukary ber_da's_'ar_kan-*_3;-:_' SR

Prolegda. '




(2) Penyusunan Prolegda sebagaimana  dimakstd - pada ayat (’3)., dilakukan oleh
Pemerintah Daerah bersama DPRD dengan suatu kesepakatan bersama.

{3} Penyusunan Profegda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan atas °
a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
b. rencana pembangunan daerzh;
C. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembaniuan; dan
d. aspirasi masyarakat daerah.

(4) Kesepakatan bersama penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada avat (2),
sefanjutnya ditetapkan dengan Keputusan DPRD. : '

(5) Dalain keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD dan Pemerintah
Daerah dapat mengajukan raperda diluar Prolegda :

akibat putusan Mahkamah Agung;

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah:;

pembatalan atau Kiarifikasidari Menteri Dalam Negeri;

perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Prolegda

ditetapkan; atau

Keadaan tertertu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu raperda
yang dapat disetujui bersama oleh DPRD danPemerintah Daerah .

booop

o

Pasal 5

(1) Gubernur memerintahkan pimpinan SKPD menyusun prolegda.

(2) Prolegda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu} tahun berdasarkan skala prioritas
pembentukan raperda.

{3) Penyusunan dan -_penetapan'-_pr'btegda dilakukan sefiap  tahun sebelum penetapan
raperda APBD. ' :

-Pasal ]

(1} Penyusunan prolegda dikb’ordi_’s_ias_i'oléb_BirdHukur’?};'"'__ B U DT

(2) Penyusunan prolegda’ sebagaimana diraksud pada avat (1), dapat mengikutsertakan
instansi vertikal, S ' _ :

(3) Instansi vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikuisertakan apabila sesuai-
dengan: S
a. kewenangen, . .
b. materi muatan; atau .
¢. kebutithan dalam pengaturan.

() Hasil penyusunan prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat {1}, digjukan Biro Hukum
kepada Gubernur melalui Sékretaris Daerah, 4 AL e

E-’Pasal ‘?

(1) Gubernur menyampaikan hasil penyusunan prolegda di IEnnghgan'pe;ﬁerihﬁéh"_Pr;';_y'_i'n's'i'_ﬁ. ST

Kalimantan Barat kepada Balegda melalui pimpinan DPRD. = e B
(2) Ketentuan lebih lanjut ‘mengena " penyusunah  prolegda: di-lingkungan’ pemérintah

peownel Kalimantan Barat sebagaimania dimaksud pada ayat (1), diatur dengan

Peraturan Gubernur tersendiris. =




Paragraf 2
Penyusunan Raper.cia '

Pasal 8

Gubemur memerintahkan ke

bern pada pimpinan SKPD untuk menyusun raperda berdasarkan
prolegda.

Pasal @

(1) Pimpinan SKPD yang menjadi pemrakarsa dalam menyusun raperda sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8, sesuai dengan bidang tugasnya dan menyusun naskan

akademik dan/atau penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi
muatan yang diatur. ' '

(2) Penyusunan naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diserahkan
kepada perguruan tinggi atau pihak ketiga lainnya vang mempunyai keahlian untuk itu.

(3) Raperda beserta naskah akademik dan/atau penjelasan atau keterangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Biro Hukum untuk ditakukan pembahasan
dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi.

Pasal 10

Dalam hal raperda mengenai ;

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah:
b. pencabutan perda; atau

¢. perubahan perda yang terbatas mengubah beberapa materi;
hanya disertai dengan penjelasan sebagaimana dimaksud dalain Pasal 9 ayat (1).

Pasal 11

(1) Raperda yang diseriai naskah akadernik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1),
telah melalui pengkajian dan penyelarasan mengenai konsepsi pengaturan, yang
meliputi:

latar belakang dan tujuan penyusunan;

sasaran yang ingin diwujudkan;

pokol-pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur;

jangkauan dan arah pengaturan; dan

dasar-dasar atau pedoman disusunnya produk hukum daerah tersebut,

Do o

(£} Penyusunan naskah akademik sebagaimena dimaksud pada ayal (1), dengan
sistematika, sebagai barikut
a. Judu
b. Kata Pengantar
c. Daftar isi, yang terdiri dari ;

1. BAB | . Pendahuluan

2. BAB 1 : Kajian teoritis dan praktek empiris

3. BAB it . kvaluasi dan analis peraturan perundang-undangan terkait

4. BAB IV Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis

5 BAB V : Jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan perda
3. BAB VI Penutup




d. Daftar Pustaka
e. Lampiran raperda, jika diperlukan,

- Pasal12 - DR :
(1) Faperda yang berasal dari SKPD pemrakarsa, dikoordinasikan oieh Biro Hukum untuk
pengharmonisasian, pernbulatan dan pemantapan konsepsi. _ T ey

{2) Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan kané;eps_i'sebagair{i_ana:_difhaksud_ g

pada ayat (1), dapat mengikutsertakan instansi - vertikal© dari - kementerian- :ya"n:g""
menyelenggarakan urusan peme'rinta'han di bidang hukum. RS B

" Pasal 13
(1) Gubernur membentuk Tim penyusunan Raperda.

(2) Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada éyat (1), 'térdir'i dari:
a. Penanggungjawab : Gubernur S '

b. Pembina . Sekretaris Daerah.

c. Ketua . Kepala SKPD pemrakarsa.

d. Sekretaris . Kepala Biro Hukum. .
e. Anggota . SKPDterkait sesuai kebutuhan.

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan’dengan’Kepufuéahféﬁi_ﬁ;eth’ut; L

(4) Ketua Tim melaporkan perkembangan Raperda “dan/atav ;iermasé_iah'a}_i:-_képa'déf T

Sekretaris Daerah.

Pasai 14

(1) Raperda yang telah dibahas harus mendapat paraf koordinasi dari Kepala BzroHukum . .
asisten Sekretaris Daerah yang membidangi urusan terkait dengan materi Raperdadan "

pimpinan SKPD pemrakarsa. .

(2) Pimpinan SKPD pemrakarsa atau pejabat yang drtun;ukmengajukanRaperdayang
telah mendapat paraf koordinzsi sébagaimaﬁa_ﬂdimaksud "§3padé-‘--'.?‘yg.tf":_(ﬂ)ff:f.ké;}a_d:a'"zz-.-' SR A R e

Gubernur melalui Sekretaris Daerah,

Pasal 18

(1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan  dan/atau p:enyehﬁpdméar’i'“térhéciép'_f.-ﬂ".
Raperda yang telah di paraf koor linasi sebagaimana dimaksud datarh'F’a’sa'l_'fié']ayai (1)

(2) Perubahan dan/atau penyempurnaan Raperda sebagaimana j&imakétéd_p"ad_é;'-'_aya_t'_{-1),' e

dikembatikan kepada pimpinan SKPD pemrakarsa; <.

(3) Hasil perubahan dan/atau penyempurnaan Raperda's‘eba’gaim_ané_';éiméks'q_(j:__fpada ayat s
(2), disampaikan kepada Sekretaris Daerah setelah ‘mendapat paraf koordinasi/dari . -

Kepala Biro Hukum, asisten Sekretans Daerah yang membidangi urusan-ferkait dengan - ;ﬁ'-_ Ll

materi Raperaa dan pimpinan SKPD pemrakarsa,

(4) Sekretaris Daerah menyampaikan Raperda sebagaimana 'éimakéudf'>'pgd_3 ayet(?,)
Kepada Gubernur. SRR B R




Pasal 16

Gubernur menyampaikan Raperda sebagaimana dimaksug dalam PBSB\ '\5 keméa -
pimpinan DPRD untuk dilakukan pembahasan.

Pasal 17

(1) Gubernur membentuk Tim asistensi pembahasan Raperda sebagaimana dimaksud
dalam Fasal 18,

{Z) Tim asistensi sebagaimana dimaksud pada 'ayat {1), diketuai oleh Sekretaris Daerah
atau pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur, -

Paragraf 3
Program Penyusunan Peraturan Gubernur

Pasal 18

(1) Penyusunan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan yang berupa Peraturan
Gubernur sebageimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huref a, dilakukan
berdasarkan Program Penyusunan Peraturan Gubernur.

(2) Penyusunan Program Penyusunan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dilakukan oieh Gubernur.

(3) Penyusunan Program Penyusunan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), berdasarkan atas :
a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
b. rencana pembangunan daerah: -
. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan/atau
d. aspirasi masyarakat daerah. ' :

(4} Penyusunan Program Penyusunan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

{5) Dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan SKPD dapat
mengajukan rancangan Peraturan Gubernur diluar Program Penyusunan Peraturan
Gubernur
a. akibat pembatalan atau perubahan peraturan perundang-undangan yang lebih
tingg:

0. Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

c. pembatalan atau klarifikasi dari Menteri Dalam Negeri;

d. periniah  peraturan perundang-undangan yang lebih finggl setelah Program
Penyusunan Peraturan Gubemur ditetapkan: atay ~

e. Keadaan tertentu lainnya yang ‘memastikan adanya urgensi atau kebijakan dari
Gubernur perlunya suatu Peraturan Gubernur dibuat setelah Program Penyusunan
Peraturan Gubernur ditetapkan, : ’

- Pasal 19

(1) Subermur memerintahkan pimpinan SKPD untuk menyampaikan usulan rancangan
Peraturan Gubernur untuk disusun Program Penyusunan Peraturan Gubemnur.




(2} Program Penyusunan Peraturan Gubernyr ditetapkan untuk jangka wakty 1 {satu)
tahun berdasarkan skala prioritas peryusunan Peraturan Gubernur.

(3) Penyusunan dan penetapan Program Penyusunan Peraturan Gubemur dilakukan
setiap tahun sebelum penetapan raperda APRD.
Pasal 20

{1} Penyusunan Program Penyusunan Peraturan Gubernur dikzordinasi oleh Biro Hukum,

(2) Dalam FPenyusunan Program Penyusunan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), usulan fancangan Peraturan Gubernur dibahas bersama SKPD
pemrakarsa untuk mengetahui kesiapan Penyusunan rancangan Peraturan Gubernur
dan penentuan skala prioritas penyusunan Peraturan Gubernur.

(3) Hasil penyusunan Pragram Penyusunan Peraturan Gubermur sebagaimana dimaksud
pada ayat (1}, diajukan Biro Hukum kepada Gubermur melalui Sekretaris Daerah, untuk
ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Paragraf 4
Penyusunan Peraturan Gubernur dan Peraturan Bersama Gubernur

Pasal 21

(1) Pimpiran SKPD menyusun rancangan Peraturan Gubernur atau Peraturan Bersama
Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf .

(2} Rancangan Peraturan Cubemur atau Peraturan Bersama Gubernur sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diajukan ke Biro Hukum untuk dilakukan koreksi, telahaan atau
pembahasan datam rangka harmonisasi, sinkronisasi dan pemantapan konsepsi.

(3) Dalam hal rancangan Peraturan Gubernur yang materinya terkait dengan bidang

keuangan yang diajukan SKPD pemrakarsa {selain BPKAD), agar berkonsultasi atau
berkoordinasi terlebih dahuly dengan BPKAD. -

Pasal 22

{1) Gubernur dapat membentul Tim penyusunan fancangan Peraturan Gubernur atau
Peraturan Bersama Gubermur, - '

() Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :

a. Keiua : Pimpinan SKPD pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk Gubernur.
b. Sekretaris © Kepala Biro Hukum
c. Anggota : SKPD terkait sesuai kebutuhan.

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), difetapkan dengan Keputusan Gubernur.

{4) Kelua Tim sebagaimana dimaksud pada ayat {1, melaporkan perkembangan rancangan
Peraturan Gubernur atay Peraturan Bersama Gubernur daniai_au permasalahannya
kepada Sekretaris Daeran, '




Pasal 23

(1) Rancangan Peraturan Gubernur atau Peraturan Bersama Gubarmur yéng telah koreksi,
telaahan atau dibahas sebagaimana dimaksud datam Pasal 21 ayat (2) harus mendapat
paraf koordinasi dari Kepala Bire Hukum, asisten Sekretaris Daarah yang membidangi

urusan ferkaii dengan materi rancangan Peraturan Gubernur dan pimpinan SKPD
permrakarsa.

(2) Pimpinan SKPD pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk mengajukan rancangan
Peraturan Gubernur atau Peraturan Bersama Gubernur yang telah mendapat paraf

koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Gubernur melalui Sekretaris
Daerah.

Pasal 24

(1) Sekretaris Dasrah dapat melakukan perubahan dan/atau . penyempurnaan terhadap
rancangan Peraturan Gubernur atau Peraturan Bersama Gubemnur yang telah di paraf
kocrdinasi sebagaimana dimaksud dajam Pasal 19 ayat (1).

(<} Perubahan dan/atay penyempurnaan rancangan Peraturan Gubernur atau Peraturan

Bersama Gubernur sebagaimana dimaksud pada avat (1), dikembalikan kepada
pimpinan SKPD pernrakarsa.

(3) Hasil perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan Peraturan Gubernur atau
Peraturan Bersama Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan
kepada Sekretaris Daerah setelah mendapat paraf koordinasi dari Kepala Biro Hukum,
asisten Sekretaris Daerah yang membidangi urusan terkait dengan materi rancangan
Peraturan Gubernur dan pimpinan SKPD pemrakarsa,

(4} Sekretaris Daerah menyampaikan fancangan Peraturan Gubernur atau Peraturan

Bersama Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubemnur, untuk
ditandatangani. ' '

Bagian Kedua
Produk Hukum Bersifat Penetapan

Pasal 25

(1) Pimpinan SKPD sesuai dengan bidang tugasnya menyusun rancangan Keputusan
Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

{2} Rancangan Keputusan Gubernur sebagaimana dirmaksud pada ayat (1) diajulkan ke Biro
Huikum untuk dilakukan koreksi atau telshaan dalam rangka harmonisasi, sinkronisasi
dan pemantapan konsepsi.

(3) Rancangan Keputusan Gubernur yang diajukan ke Biro Hukum sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), harus disertai ’ : _

@. Peraturan perundang-undangan vang mendukung/menjadi dasar perlunya
Keputusan Gubernur tersebui dibuat/dikeluarkan; danfatay

b. Buku pedoman, Juklak/Jeknis, Berita Acarallaporan/Kesimpulan Hasil Rapat, Notq
Pertimbangan, dif (khusus Keputusan Gubernur mengenai pembentukan Tim disertai
dengan DPA den Keputusan Gubernur mengenai AMDAL harus ditengkapi dengan
rekomendasi atau Berita Acara pembahasan AMDAL dari Komisi Penilai AMDAL
Provinsi). -




(4) Apabila hasil koreksian atau telaghan Biro Hulkum terhadap Keputusan - Gubernur ~
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masih terdapat kekeliruan, maka Biro Hukumi -~
mengembalikan Keputusan Gubernur dimaksud kepada pimpinan SKPD pemrakarsa
untuk ditakukan penyempurnaan, o I

(6) Apablla Keputusan Guberur berdasarkan hasil koreksi atau telaahan "-s'e'i'_jégaé'marié‘;'-

dimaksud pada ayat (2) terdapat halhal yang bersifat' penting untuk dilakukan-.

pembahasan, maka Kepala Biro Hukum dapat mengundang . instansi . dan/atau pihak . ;
terkait untuk melakukan pembahasan Keputusan Gubernur difmaksud. SRR .

(€) Dalam hal rancangan Keputusan Gubernur yang materinya  terkait dengan bsdang
keuangan yang diajukan SKPD :pemrakarsa (selain BPKAD), .agar berkonsuliasi atau
berkoordinasi terlebin dahulu dengan BPKAD. - ~ L R

{7) Keputusan Gubernur yang telah disempurnakan :':ata'u.dibalh'as"s’_ébégéiﬁiaha_ dtmaksud R e
pada ayat (3) dan ayat (4), diajukan kepada 'Gubem'ur__m‘eiaE_u_i__fSekreté'ris;}Dae{‘ah_giuh_tuk_;- Sl
ditandatangani setelah mendapat paraf koordinasi dari Kepala Biro Hukum dan asisteri

Sekretaris Daerah yang membidangi urusan terkait dengan materi Keputusan Gubernur.
PENANDATANGANAN, PENQFEOR.@N, PENGURDANGAN DAN AUTENT?_FIK&SI_ e
Pasal 26 | B

Penandatanganan produk hukum daerah vang bersifat pengaturan Séba_géihﬁa_ha-di:ﬁéké,ud : -
datam Pasal 2, dilakukan oleh Gubernur: U R PP

Pasal 27

{1} Penandatanganan produlk hukum daérah vang beirs’.ifat 'pen;ci:afuréh”bérl.'z'pa'ff-'?éfattf'riaﬁ"-. R

daesah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, dibuat dalam rangkap 4 |

{empat).

(2) Pendokumentasian naskah asli Perda sebagaimana dim’aks_udj;f):aﬁafzi_ya{';{ﬁji‘f}iéﬁ'::_::. i e

a. DPRD; _ . :
b. Sekretaris Daerah; S

c. Biro Mukum berupa naskah yfang?berparaf koordinasi; dan
¢. SKPD pemrakarsa. _ - o

" Pasal 28

(1) Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan berupa Peraturan

3 (tiga).

Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf -b_,-dibu_'at”:'déi_ia_m;f_r_a_h_g*ka'p : Lo ": 5




(2) Pendokumentasian naskah asli Peraturan Gubemur sebagaimana dimaksud pada ayat o
(1) oleh : ' ' T ' o
a. Sekretaris Daerah;
b. Biro Hukum berupa naskah yang berparaf koordinasi; dan
¢. 3KPD pemrakarsa. ' '

Pasal 29

(1) Penandatanganan produk hukum daerah vang bersifat pengaturan berupa Pé_rat;u'_ran o
bersama Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf ¢, dibuat dalam
rangkap 4 (empat). : ' o '

(2) Dalam hal penandatangan Peraturan Bersama Gubernur melibatkan lebik dari 2 (dua)
daerah, Peraturan Bersama Gubernur dibuat rangkap sesuai kebutuhan : '

(3) Pendokumentasian naskah asli Peraturan Bersama Gubernur sebagaimana dimaksud
pada avat (1) dan ayat (2), oleh : :
a. Sekretaris Daergh masing-masing dasrah;
b. Biro Hukura berupa naskah yang berparaf koordinasi: dan
¢. SKPD masing-masing pemrakarss.

" Pasal 30

{1} Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat peénetapan berupa Keputusan -~ -
Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), ditakukan oleh Gubernur. = I
{2) Penandaianganan produk hukum - sebagaimana dimaksud ° pada ‘ayat (1), dapat
didelegasikan kepada : ; O
a. Wakil Gubemur,
b. Sekretaris Daerah; dan
c. Kepala SKPD.

(3) Pendelegasian penandatanganan sebagaimana dimaksud ~ pada .'ayati..('Z),'f'_ _s’e'sljéi-'j::'
ketentuan peraturan pemndang—undangaﬂ. ' S

Pasal 31

(1) Penandaianganan produk hukum daerah yang bersifat penetap'aﬁ fbér’upa_ Kéﬁut’usa'nm_
Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, dibuat dalam rafgkap 3 (tiga)..

(2) Pendokumentasian naskah asli Keputusan Gubernur sébégaimana' ?:iihﬁ:ak'_s_ud_"‘tj:adé ayat Eh i -

(1) oléh : ,

a. Sekretaris Daeral; Z ‘ :
b. Biro Hukum berupa naskah yang berparaf koordinasi; dan =~
c. SKPD pemrakarsa. ‘ '




: . Pasal 32

(1) Produk hukum daerah berupa Peraturan Daerah yang tesah dtsetu;ul bersama DPRD!‘[ : q
dengan Gubernur, wajib- d:sampa:kan Kepada Menteﬂ Da!am Neger: umuk mendapatkan':_'_- ER

nomor registrasi.

{2) Setelah diberi nomor regtstras; cieh Menteﬁ Datam Negen Peraturan Daerah :
sebaga;mana dirnaksud pada ayat (1) diberi nomor. :

(3) Penemoran produk hukum daerah sebagalmana dimaksud pada ayat (?) diia}(ukan oieh: o R

Kepala Biro Mukum.

(2} Peromoran produk hukum daerah sebaga;mana dtmaksud pada ayat (T) yang ber tfaf'_-'
pengaturan menggunakan nomor bulat. _ .

penstapan menggunakan nomar kode klasifikasi.

(3) Penomoran produk hukum daerah sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) yang ber51fat L

- Pasal 33

(1} Produk hukum daerah berupa Peraturan Daerah mengenas APED, Pa]ak Daerah

Retribusi Daerah dan Rencana Tata Ruang Wilayah sebelurn dlS@iU}Ui befsama DPRD:

dan Gubcarnur disampaikan kepada Mentert Dalam Negeri’ untu'< dteva!uasu

(2) Produk hukum daerah berupa Peraturan Daerah yang teiah dzte’tapz{an d;undangkan Lol

dalam lembaran daerah.

pemerintah deerah.

{3) Lembaran Dasrah sebagalmana dsmaksud pada ayat (“i) mempakan penerblian resmz"__-;;:-__: L

(4) Pengundangan sebagaimana damaksud pada ayai (1) zrerupa!{an pembentahuan

secara formal suatu Peraturan Daerah sehingga mempunyax daya ;kai pada‘_-"'_--'f-

*‘nabyai’aaat

(5) Peraturan Deerah vang telah diundangkan sebagatmana d:mfsksud pada ayat (1)5_3:'_{"'_]:
disampaikan kepada Menteri Dalam. Negen untuk deEaKukan kianﬂkas& sesual ketentuan- o

peraturan perundang- undangan
‘Pasal 34
(1) Tambahan lembaran daerah memuat oen;eiasan Peraturan Daerah

tambahan lembaran daeral,

{2) Tambahan lernbaran daecrah sebagalmana dumaksud pada ayat {1) d:cantumkan namar_._

(3) Tambahan lembaran daerah sebagalmana dlmakwd pada ayat' |
bersamaan dengan penguncﬁangan Peraturan Daerah R

(4) Nomor tambahan lembaran daerah sebagalmana dsmaksud pada ayat (2) merupakan_-:}ﬂ, g
kelengkapan dan penjelasan dari Peraturan Daerah L _ :

'__._'__1) dltetapkan?:ff' e




Pasaj 35

(1) Produk hukum dalam berupa Peraturan Gubernur dan Peraturan bersama ':Gubemu'r'
yang lelah ditetapkan diundangkan dajam berita daerah. ' ' :

(2) Berita daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan peherbitan'_féémi"_
pemerintah daerah. - 8

(3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan ..bémbériiéhu‘ah':- ;

secara formal suatu Peraturan Gubernur dan Peraturan- bersama Gubernur, sehingga '
mempunyai daya ikat pada masyarakat, . e

Pasal 36

Sekretaris daerah mengundangkan Peraturan Daerah, Peraturan Gubémgur_d'aﬁ_’_ijéra'tu'rab:'j".._=..

bersama Guberhur,

Pasal 37 _ _ o

(1) Produk hukurm daerah baik yang berupg pengaturan maupun_pe__h_e_ta'pan'yang'_._teiah.
ditendatangani dan diberi penomoran, sebelum disebarluaskan harus terlebih dahaly - -
dilakukan autentifikasi. S e

(2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Kepala Biro Hikum. s

PEMGGANDAAN, PE!\%DISTR%BUS!AM, PENDOKUMENTASIAN DAN -’$DSI_AL:!SQSE i

 Pasal 38

Penggandaan, pendistribusian dan pendokumentasian pré_duk hui{dm-dé'e_r'ah‘-di_lékz‘j;;a_ﬁ 35;55_._'._'_ RS B P

Biro Hukum dan SKPD pemrakarsa.-

Pasal 29

Sosialisast produk hukum daerah yang bersifat pengaturan dilakukan sécara b@réa‘hwaésaaﬁa'-- '
oleh Biro Hukum dengan SKPD pemrakarsa dan/atay DPRD. C ol T

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 40

Pembiayaan berkaitan dengan penyusunan dan sosi‘alisasi'i-proidt}k:.'.hukﬁrn' daerah o
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. o Pl




‘BAB VIl
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 41

(1) Masyarakat berhak memberikan masukan sécara lisan dan/atau tertulis dalam
pembentukan Produk hukum yang bersifat pengaturan. - o

(2) Masukan secara lisan dan/atau fertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat
ditakukan melalui : .
a. Rapat dengar pendapat umum;
b.  Kunjungan kerja;
C. Sosialisasi; dan/atay
d. Seminar, workshop, lokakarya dan/atay diskusi.

(3} Masyarakat sebagaimana dimalksud pada ayat (1), merupakan orang _perorangan,-'

kelompok atau lembaga yang mempunyai kepentingan terhadap materi/substansi dari iy |

produk hukom tersebut.

{(4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana gimaksud
pada ayat (2), setiap produk hukum daergh yang bersifat pengaturan harus “dapat -
dizkses dengan mudah oleh masyarakat. ‘ S

BAB v -
KETENTUAN LAIN-LAIN

~ Pasal 42
Setiap tahapan pembentukan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan’ Peraturan :
Bersarna Gubernur dapat mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan dan
peneliti atau tenaga ahli, '
Pasal 43
Contoh draft Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Peraturan _Ber’sémé"'@bbemur; _
Keputusan Gubernur, Keputusan Sekretaris Daerah, Keputusan Kepala SKPD dan tata jletak

paral koordinasi, sebagaimana lercantum pada Lampiran, yang merupakan bagian tidak
terpisaikan dari Peraturan Gubernur ini. s

BAB iX
KETENTUAN PENUTUP

Fasaf e

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernu;’f Ném'or'j_ti? ;Tah'uh' :

2071 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Bearita “Daerah -_Pro'vi_nsi"_. _ |

Kalimantan Barat Tahun 2011 Nomaor 47), dicabut dan dinyatakan tida_k'berlaku.




~ Pasal 45
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggai diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan - Gubemur i,
dengan penempatannya dalam Berita Dacrah Provinsi Kalimasnian Rarat.

Ditetapkan di Pomzanak e
pada tanggal 31 E}esember 2014

GUBERNUR KALIN!ANTAN BARAT -_ :
td -
"CORNELIS.
Ciundangkan di Pontianak o
pada tanggal 31 Desembar 2014

SEKRETARIS DAERAH _
PROVINS! KALIMANTAN BARAT

et
M., ZEET HAMDY ASSOVIE

EERITA&. DAERAH PROVINS! KALIMANTAN BARAT TAHUN 2014 NQMOR 75

e .%Eé bi&%"yiama Muda
’ﬁsm %sz{f’” 522 198403 1 002




LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
Nomor : 75 Tahun 2014
Tanggal  : 31 Desember 2014

A. Centoh Draft Peraturan Daevah

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAM PROVINSI KALEMANTAN E&ARA’F
NOMOR ... TAHUN ...... :

TENTANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA -
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

i\/ienimb:a ng

o

bahwa ... -

...................

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagatmana___

dimaksud dalem huruf a dan huruf b, perlu membeni’uk
Peraturan Daerah tentang ... e o L

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Nega'_réi_--_].__-,:  .

Republik iﬂdonesza Tahun 194.3

S T ST ;
VO T ;
4,

Dengan Persetujuan Bersama _

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT 1

dan :
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
MEMUTUSKAN :

Menetapkan ' PERATURAN DAERAH 'rmmm ............. e e
| Fi’asal 1

Dalam Peraturan Daerah i ini, yang dtmaksud dangaﬁ

L

2 e,

bahwa ... S N R SRR




-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pasal 3

Peraturan Dzerah ini mulai beriaku pada tanggal diundangkan.

Agar selfiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat,

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

MAMA*

Diundangkan di Pontianak
nada tanggal

SEKRETARIS DAERAM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

MNAMA*

LEMBARAN DAERAHM PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN ... NOMOR...

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

MNama
Pangkat/Golongan
NIP, . ’

Catatan :
" = tanpa gelar, NIP, Pangkat/Golongan.




GUB

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN Bﬁ“RAT
NOMOR ... TAHUN

w T
FENTANG
I R R L Ty £ T T

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG-MAHA ESA :

GUBERNUR KALIM#NTAN BARAT,
Menmbang

o
o
o
=
3
o

.,.,..........:.‘..............................;....,. .........

................................................................

c. bahwa berdasarkan perttmbanqan sebagalmana dlmaksud dalam- |

huruf a dan huruf b, perlu mene‘tapkan Peraturan Gubemur}_---_-_-';'i'

fentang ... ,
Mengingat O USRI :
U U ST ;
B
4.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan  : PERATURAN GUBERNUR TENTANG

Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan : |
> e e
B
Pasal 2
RS RSURER




Pasal 3

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memenntahkan pengundangan Peraturan Gubemur
ini dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat. '

Ditetapkan di Pontlanak
pada tanggal '

‘GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

" OPNAMAY
Diundangkan di Pontianak
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

NAMA*

Wresn

BERITA DAERAH PROVINS! KALIMANTAN BARAT TAHUN ..... NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Nama

Pangkat/Golongan
NIP.

Catatan

= tanpa gelar, NiP, Pangkaﬂ@olongan
paraf Kepaia Biro Hukum
paraf Kepala SKPD Pemrakarsa o
paraf asisten Sekda yang membidangi urusan terkait dengan materi Pergub-
= paraf Sekrataric Daerah - R

[Z3 CR
i H

il

4




C. Contoh Draft Peraturan Bersaéﬂé: Gubernur

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT =~
- dan _
PERATURAN GUBERNUR  ......... (Nama Provinsi)

NOMOR ........ TAHUN ...,
NOMOR ....... TAHUN .......

TENTANG =

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT dan
GUBERNUR ..... R (Nama PrOvinSi);.-__'_--__--.--_' -
Menimbang sA bahwa ;
b. bahwa ... e e i S

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam .
huruf a dan- huruf b, perlu menetapkan * Peraturan Bersarna -
Gubernur Kalimantan Barat dan Gubernur Lcen(Nama o
Provinsi)tentang ... . - e o

Mengingat o1

a2

MEMUTUSKAN :

Menetapkan . PERATURAN BERSAMA GUBERNUR KALIMANTAN BARAT DAN
GUBERNUR oo (Nama Provinsi). .. TENTANG

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini, yang dimaksud dengan :

.......................................................................................

.........................................................................................




E. Contoh Draft Keputusan Sekretams Daerah

PEMERINTAH PROVINSI KALEMAN 'EAN BARAT

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Ahmad Yani: - Telepon: (0561) 736541 Fax 730062 '
: ssowmmx i

Kode Pos ?8124 ot

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KALEMAMTAN BARAT
NOMOR woioooe /v ] s,

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Menimbang

o T ow

bahwa berdasarkan pertimbaragan sebagazmana dxmaksud daia

huruf a dan’ huruf b; ‘maka . (sesua_l dengan ;udul SK) e

pertu d}tetapkan dengan suatu Keputusan -

Mengingat C 1

2 .......... i
MEMUTUSKAN
Menetapkan
KESATU S S O O TS eSO S S
KEDUA _ o
KETIGA . Keputusan Sekretans Daerah mulal bertaku :pada tangg
ditetapkan. : B et

' ﬂ‘teiapkan d; Pontianak
pada tanggai

o 28EKRETAR!S DAERAH g

» _. NAMA*
Salinan sesuai dengan asfinya. . .- SRR
Kepala Biro Hukum, =

Nama
Pangkat/Golongan

NIP,
Catatan

= {anpa gelar, NIP, PangkaﬂGeEongan

= paraf Kepala Biro Hukum -~

= paraf Kepala SKPD Pemrakarsa TERTe i

= paraf asisten Sekda yang membidang, umsan terkaat dengan mater; Pergu_




F. Contoh Draft Keputusan Kepala SKPD

~

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DINAS/BADAN.......... .. (Sesuai Nomenklatur SKPD)
Jalan ... Telepon (0561) ... Fax. ...
PONTIANAK '
g Kode Pos "..........
KEPUTUSAN KEPALA DINAS/BADAN............... (Sesuai Nomenklatur SKPD) o
NOMOR .vivveee | vveveea oo T
TENTANG
KEPALA DINAS/BADAM............. R (Sesuai Nomenklatur SKPD),
Menimbang a. bahwa ... OUSTURURURRRS
b, bhahwa .............................. e e e e e s ;o
¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam =
huruf a dan huruf b, maka .............. (sesuai dengan judul 'SK)
periu ditetapkan dengan suatu Keputusan: : .
Mengingat P OOV UU SO TUR R URUURUUESRRURN ;
OO ;
e e
T RSO
MEMUTUSKAN -
Menetapkan
KESATU
KEDUA o e S |
KETIGA . Keputusan Kepala Dinas/Badan ......... ini mulai berlaku .';')aid_a'{angg'él RN
ditetapkan. R T Rt
. Ditetapkan di Pontianak -
pada tanggal - Co e
KEPALA DINAS/BADAN .......... (Sesuzi Nomenklatur SKPDY,

N
GUQERNUR:KAL&MANTA;Q.Q-ARA?;Q e
{td

CORNELIS




